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Apa itu?
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah inisiatif nasional untuk 
menunjukkan dan melacak keberlanjutan kabupaten dan komoditas seperti 
kelapa sawit, menggunakan seperangkat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan 
(IYB). Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemajuan keberlanjutan di 
kabupaten ke pasar global, menginformasikan kebijakan domestik dan 
mekanisme insentif, serta menarik investasi hijau.  

Integrasi Nasional
Platform data ini sedang dimasukkan 
ke dalam proses perencanaan 
pemerintah pusat untuk memandu 
alokasi pendanaan dalam mendukung 
keberlanjutan kabupaten, memantau 
implementasi Rencana Aksi Daerah 
Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), 
dan menginformasikan kebijakan 
terkait kelapa sawit.

Terpercaya dan KAMI
Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan 
dimulai pada tahun 2018 sebagai 
Inisiatif Terpercaya, dan sekarang 
didukung oleh projek KAMI (Keberlan-
jutan Sawit Malaysia dan Indonesia), 
keduanya didanai oleh UE. KAMI 
mendukung pengembangan indikator 
keberlanjutan lebih lanjut yang 
bertujuan untuk memperkuat rantai 
pasokan minyak sawit berkelanjutan 
dalam konteks undang-undang global 
yang baru. 

Komite Penasihat
Komite Penasehat Multipihak Indikator 
Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) – yang 
diketuai bersama oleh Bappenas dan 
Uni Eropa – terdiri dari perwakilan dari 
Pemerintah di tingkat Pusat dan 
Kabupaten, masyarakat sipil, serta 
industri. Komite tersebut memberikan 
masukan untuk implementasi inisiatif 
IYB, termasuk desain indikator, 
pengumpulan data, dan penyebaran 
data.

Platform Data
Platform data IYB memfasilitasi analisis 
dan bagipakai data terkait 
masing-masing dari 23 indikator (lihat 
table 1). Platform ini bertujuan 
memberi bahan bagi perencana dan 
pembuat kebijakan serta memberi 
perusahaan informasi dalam uji tuntas 
dan membuat keputusan yang 
berkelanjutan.



The Terpercaya
Initiative

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan
Melalui Terpercaya, 23 indikator telah diidentifikasi untuk mengukur produksi 
komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten. Indikator tersebut 
dibangun berdasarkan kerangka hukum Indonesia dan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), serta melengkapi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil 
(ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
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